SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUEAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang :

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
HKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat
Daerah vang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat
dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus
unit organisasi vang tugas dan fungsinya telah digantikan
secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 avat (1) huruf b

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Admimistrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan
bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;

. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan

profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi
guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan
penyederhanaan  birokrasi  melalui penyetaraan jabatan
administrasi ke dalam jabatan fungsional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Fembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398|;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3494,

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah [Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indomesia Nomor 6402},

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur WNegara dan

Menetaplaty -

Reformasi  Birokrasi  Nomor 25  Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Orpanisasi Pada Instanst Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi [Berita Negara Republik
fndonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Feraturan Daerah Habupaten Ketawaringin Baret Nomor
& Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Bamat Urusan [Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daersh Kabupaten Kotawarningin Barat
Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomar 2 Tahun 2021 tentang
Ferubahan atas Peraturan Daerah  Kalbupaten Kotawaringin
Barat Nomoer & Tahun 2016 tentang Fembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawanngio Barat Tahun 2021
Momor 2,

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUEKAN, SUBURNAN
ORGANISASR], TUGAS DARN FURGSElI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH HABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BARH [
KETENTUAN UMUM
Pueal 1

Dalam Peraluran Bupati ini yang dimakaod dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Katawarngn Barat,

Pemmerintahan  Daerah adalah penyelenggaraan  arusan
pemerinlahan olch Pemerintah Dserah dan Dewan Perwakilan
Hakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi 2eluas-Tuasnys dalam sistem dan prninsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagamimana dimaksud
dalaym Imdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahunl945s.

Pemerintah  Daerah  adalah  hepala daerah  schagal  unsur
penyelenggary Peménintahan Daerah yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
dacrah ctonom.

Bupati adalah Bupati Kotgwarimpn Barat.

Sekretaria Daerah adalah  Sekretaris  Daerah Kabupaten
Kotawarnnmn Barat,



14,

11.

12.

13,

14,

15.

16.

17.

18.

Pejaliat Pembina Kepegawaian adsalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan  dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembitaan manajemen ASMN di
instansi pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati  dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  daergh yang  terdiri | atas
Zekretariat Dacrah, Sekretariat Dewan Perwalalan Ralvat
Daerah, Dinas Deeratr dan Badan Daerah dalam lingkup
Pemenntah Kabupaten Kotawanngn Barat.

Aparatur Sigd]l Negara, yang selanjuinya disinglkat ASN adalah
Pegawal Negeri Bipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjarjian
Keja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawalan dan
dizerahi tugas dalam suatu jabatan;

Pegawal Negeri Sipil vang selanjutnya disingkat. PNS adalah warga
negara Indomesia yang memenuhi syarat tertento, dianghkat
sebapai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabalan pemenntahan;

Jabatan Stultural adalah suatu kedudukan yang menunjulan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secrang Pegawai
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah
rmeliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara egelon Ta, [T.h,
Jabatan Administrator setara eselon llla dan BB serta jabatan
pengawas sotara esslon 1V .a;

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatat yang bersi fungs:
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu,

Pejabal Fungsonal adaleh Pepawal ASN yvang mendudulka -Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah;

Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tangsung
jawalt memimpin pelakzanaan seluruh kegiatan pelayanan publik
getty adrministras pemenntahan dan pembangunan;

Pejabat Administrator vang selanjutnya disebot Adminisecaror
adalah Pegawai ASM wvang menduduki Jabatan Administrator
pada Inatansi Permnenntah;

Jabatan Pengawas adalagh jabalan yatg memiliks tangpung jawah
mengendalikan pelaksanaan  kepiatan yang dilakykan  oleh
priabat pelaksana;

Kelompok Sub Subatansi adalah kelompok  uralan  tigas
koordinagi yang dikeordinir cleh sub koordinator;

Sub koordinator adaiah pejabart lungsomal Ahll Moda yang
diberikan tugas dan fungsi lain dalam hal mengkoordinir sesuai
bidang tugasnya dalam kelompok sub substansi;

Jabiatan Pelakasans adalah sekelompok jabatat yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemetintahan dan pembangunan



BABR I
KEDIIDTKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISAS]
Bagian Kesutu
Kadudokan, Tugas den Fungal
Paun] 2

(1} Sekretariat Daerah merupakan unsur staf urusan pemernntah
dacrah,

(20 Sekretariat Daerah  dipimpin  oleh  Sekretaris Daerah  dan
bertanggung jawah kepada Bupati.

FPasal 3

Sekretaris Daerah mempunyal tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordingsian administratil terhadap
pelaksanaan tupas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif,

Fasnl 4
ntuk melaksanakan tugas schapgaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Bekretariat Dacrah menyclenggarakan fungsi ;
a. pengoordinasian penyvusunan kebijakan daerah;
b. pengoordimasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c. pemantauan dan evaluas pelaksanaan kebijakan daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur aipil negars
pada nstansi daerah; dan

€. pelaksanaan fungsi lein yang dibeokan olch Bupatl terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kadun
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organigast Sekretatint Daerph, terdin dan:
a. Sekretariza Daerah,
b. Agisten Pernenintahen dan Kegssjahteraan FKakyat, mernbawahi ;
1. Bagian FPemerintahan_
2, Baggan Keserahteraan Ralkyat.



3. Bagian Hulum.

4. Asisten Perskomotnian dan  Pembangunan, membawabi
Bagan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

= Bagan Administrazi Pembangunan.

6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
. Asisten Administrasi Umum, membawah ;

1. Bagian Umum, membawahkan :

1] Subbagian Tata WUsaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian:

2. Bagian Organisast.
3. Bagian Protalkol dan Komunikasi FPimpitan,
membawahkan:
1} Subbagan Protokol;
d. Kelompok Jabatan Funggional,

(2] Pagan Susunan COrganizasi Sekretariat Daerah sehagaimana
dimiaksaud pada ayat (1) tercantum dalamm Lampiran vang
terupakan bagan hidak terpizsahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAE IO
T3AS DAN FITNGSI
Bogilan Kesatu
Sakrwtaris Dmerah
Pazal &

Gekretaris Daerab mempunyzanl togas memimpin Sekretanat Taerah,
membantu Bupati dalam menyuaun kebijakan dan mengoordinasikan
badan, dinas dan lembaga teknia dasrah dalam penyelenggaraan
pemetintahan, admimisteasi, organisasi  dan tatalaksana serta
memberikan pelavanan admimistratif kepada selurub perangkat dacrah
serta mengusulkan pejabat di lingkungan pemerintah kabupate.

Prsal 7
Untuk malakzanakan tupss sebagaimana dimsksud dalam Pazsl &,
Seliretaris Dagrah menyelenggarakan Mungs: -
a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;

I pengkoordimasian  peisk=sanasn tuges dings daerah dan lembaga
teknis daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan lebyakan pemenntahan
tlacrah;



d. pemibinaan adminisirasi datt aparatur pemerincahan daerah:

e. pengelolaan sumber daya aparatur, Leuangan, perlengkapan serta
sarana dan pragsarana pemerintah kabupaten; clan

f. pelaksanaan monitaring, cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas,

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dopn Kensjehtoraan Rakyut
Paszal B

Asistem  Pemerintahan dan  Kessjahterman Rekyvat sebagaimana
chrnaksud dalam Paaal 5 ayat (1) hueual b, dipimpin oleh seorang Asisten
Pementitaban dan Kesejahteraan Rakyat yang berada di hawah dan
bertanggungiawab kepada Sekretans Daerah.

Paszal &

Asisten Pemerintahan dan Keagjahtéraan Rakyat mempunyad tugas
membantu Sekretariz Daerah dalam penyvusunan kebijakan daervah di
bidang pemerintahan dan hukum, dan pengkcordinasian penyusunan
kebijalkan dacrah d bidang kesejahteraan ralorat,

Pasal 10

Untuk melaksanekan tugas sebagaitnana dimaksud dalam Passl %,

Axsizten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggaralkan

fungai:

8. penyusunan  kebpaken daersh di bidang pemerintahan dan
hukum,

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di  bidang
kesajahteraan rakyat;

c. pengoordinasian pelakaanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
pemerintahan, hukum, dan kesejahternan rakyat;

d, pemantauan dan evaluaszi pelaksanasn kebijakan daerah di bidang
pernerintabian dan hukum;

. pemantaunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
petcapaian tiguan kebijakan, dampak yang tdake dimginlean, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
kesejahteraan rakyat;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan admumistrasi pemeriniahan dan

pembangiinan  serta sumber daya aparatur di bidang
pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan



g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di
bidang pemerintahan, huleum, dan kesejahteraan ralvat vang
berkaitan dengan tugasnya.

Pazal 11

(1] Amisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana
dirnakesud dalam pasal 9, terdin atas:

a. Bagian Pemerintahan;
b. Bagiat Kegtjahteraan Raekyat; dan

c. Bagian Hukum.

{2] Bagian sebagaimana dimaksud pada avat (1], masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yvanp brada di bawah dan
bertanggunpjawab kepada Asisten Pemerinizhan dan Kesejahteraan
Erdorat.

Paragratl 1
Baginn Pemerintanhen
Pasal] 13

Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Passl 11 horuf a
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
dasrah, pengoordinasian perumusatn kebijjakan daergh, peoantavan
dan evaluay pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pemhbinaat
administrasi di bidang administrasi pemerntahan, administrast
kewilayahan dan kerja sama dan otonami dasrah.

Fasal 13

Untuk melaksanakan tupgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, Bagan Pemenntahan mempunyai fungsi:

a  penyiapan bahan  perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintaban, administrasi kewilayahan dan kenja
eama dan otonomi daerah:

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemenntahan, administrasi kewilayahan dan
kerja sama dan otonomi dasrah;

c. penviapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang admumatras  peméermtahan, admimnistrast
kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

d. petiyiapan bahan pemantauan dan evaluas pelaksanaan lebijjakan
daerah di bidang administragi  pemerintahan, adwmitistrasi
lewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;



¢. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
adrmiumsatrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan keda
aatna dan ctonomi daerah; dan

{. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan cleh Azizten Permerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat vang berkaitan dengan tugasnya,

Paragraf 2
Bagiun Kessjnbteraan Rakyat
Pasal 14

Bagian Eesejahteraan Ralrat sebagaimana di malksud dalam Pasal
11 ayat (1] hural L, mempunyai tugas melaksanakan penyigpan
pengeordinasian perumusan  kebijakan daerah, pemantavan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam Pasal
14, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai lungsi:

a. petylapan bahan pengocrdinasian perumusan kebijakan dacrah di
bideng keagamaan, kesejahteraan sosial dan  kesejghteraan
masyarakar,

b. penyiapan bahan pengeordimasian pelaksanasn tugas Perangkat
Daerah di bidang keapgamaan, kesejzhteraan  zosial  dan
hescjahteraan masyarakat;

¢, penviapan bahan pemantauan dab evaluas pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampalk yang tidalk
dungnkan, dan fakwor vang mempengaruhi pencapaian twuan
kebjjakan oh  bidang keagamaan, kessjahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ¢leh Asisten Pemernintahan
dan Kessiahteraan RHakyat yang berlkaitan dengan tugasnya.

Parageral 3
Begian Hukum
Pasal 16

Bagian Hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayal (1)
hurul o, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusen kebijakan daerah,
pelaksanpan pemantavan dan  evaluasi o di bidang  perundang-
undangan, bantuan bhukum dan dokumentas) dan informasi huloum.



I

Penal 17

Untuk melaksanakan tugas sebazgaimana dimaksud dalam Pasa)
16, Bagan Hukum mempunyai fungsi:

4. penyiapan bahan perumusan  kebijakan daerah di bidang
perundang-undangan bantuan hukum serta dokumentazi dan
informasi hukum;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumnusan kebijakan daerah di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dekumentasi
dan inlormasi hukum,

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanzan tugas Peranglot
Daerah di bidang perundang-undengan, bantuan hukbum serta
dokumentasi dan informasi hukum;

d. penyiapan bahan pelaksanaan permantauan dan evaluasi di bitdlang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dekumentasi dan
informasi hukum: dan hvkum

£, pelaksanaan fungsi lain yang dilzerikan oleh Asistenn Pemerintahan
tlan keasejahterasn Hakyat vang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Eetiga
Anizxten Ferohonomian den Pembangunan
Pazal 1B

Aszistenn Perslkonomilan dan Pemmbengunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1} huraf ¢, dipimpin aleh seorang Asisten yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Daerah.

Panal 19

Asisten Perekonomian dan Fembanpunan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Caerah dalam penyusunan kebijakan daerah
dan pengeordinaman  penyusunan  kebyakan daecrah d dang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan,

pengadaan barang dan jasa.

Pasal 20

Untyul melakaanakan tugas sebagaimana dimalaud dalam pasal 19,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian  penyusunan  kebyakan daerah di bidang
perekonomian dan sumber  daya  alam, adminisirasi
pembangunan, peneadaan barang dan jasa;



b. pengogrdinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perckonomian dan  sumber daya mlam,  administrasi
pembangunan, pengadasn barang dan jaza;

. penyUsunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan
jasa;

d. pemantavan dan eviluasi pelaksanaan kebijakan daerah  di
hidang pengadanan barang dan jasa;

e. pematntagen dan evaluasi pelaksanasan kehijaksn daerah terkait
pericapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang wmempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan i
bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi
pembangunan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan cleh Sekretatis Dacrah di
bidang perekonomizn dan sumber daya alam, adminiatrasi
pembangunan, dan pengadsan barang dan jasa yang berkaitan
dengan tugasnya.

Faxal 21

(1) Asigten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimalksud
dalam pasal 18, terdin atas;

4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam,;
b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
¢. Dagian Pengadasn Parang dan Jasa,

{2} Bagian sebagaimana dimeksud pada ayat (1), masing-magsing
dipimpin oleh seorang Eepala Bagian vang berada di bawah dan
bBertangpungawah kepadsa Asisten Perelkonomian, dan
Fembangiinan.

Paragraf 1
Bagian Parskonominn Pan Sumbar Dnya Alnm

Pasal 22

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam scbhagaimana  di
maksud dalam Pasal 21 ayat (1] hormf a, mempunyai tugas
melaksanakan pengoordmazian perumussan kebipukan daerah,
pemantauan dan evaluesi pelaksanosan kebijakan daerah di bidang
pembinaan Badan Ussha Milik Daerah, Badan layanan Umum
Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam.

Faeal 23

Untuk meloksanakan tupas sebagaimana dimaksud delam Faesal
22, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fngsi:
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8. pehyiapan bahan pengoordinagian perumusan kebijakan daerah di
bidang pambimaan Badan Uszaha Milik Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;

L. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Peranghket
Draerah «i dang pembinaan Badan Usaha Milik Daerazh dan
Badan Layvanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber dava
alarn;

c. penyiapan bahan pemaniavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
dacrah terkait pencapatan tujuan kebijabkan, dampak yang odak
diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang pembinaan Badan UUsaha Milik Caerah dan
Badan Layanan Umum Daerah, perskonomian, dan sumber daya
alam; dan

d. pelaksanaan fungs lain yang dibenkan oleh Asisten Perekonomian
dan Pembanginan yang berkaatan dengan tugasnya.

Paragraf 2
Baylan Administrasi Pombangunan
Fasal 24

Hegian administrasi pembangunan sebagaimena ¢i makgsud dalam
Pagral 21 avat (1] huraf b, mempunyal tugas melaksanakan
penviapan pengoordinasian perurmuosan kebijakan, pemantavan dan
evaluasi pelaksanaan kebhijakan di bhidang penyusiinan [prograam,
pengendalian program, dan svaluasi dan pelaporan pembangunat,

Paunl 25

Untuk melaksanakan tugas asebagaimana dimaksud dalam pasal
24, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang pettyusunan program, pengendalian program dan eyvaluasi
dan pelaporan;

b. penyiapan bahan pengeordinasian pelaksanaan higas Peranghkat
Daersh di bidang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pclaporan;

c. penviapan bahan pemantauan dan evaluas pelaksanaan kebijalkan
daerah terkait pencapaian twjuan kebijakan, dampak vang tidak
diinginkan, dan Fakior yang mempengarvhi pencapaian fujuarn
kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program
dan evaluas dan pelaporan; dan

. pelaksansan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perelkonomian
datt Pembangunan vang berkaitan dengan bigasnya.
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Pamgral 3
Baglon Pengudasn Barang dan Jaza
Paaal 26

Bagian Pengadaan Barang dan .Jasa sebagaimana di maksud datam
Pasal 21 awvat (1] humuf ¢, mempunyal tugas melak=sanakan
penyiapen perumuzan kebijakan dasrah, péngoordinasian perumusan
kebhakan cdaerah, pengoordinasion pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pelalksanasn pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolasn
pengadaan barang daty jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
ejekironik, pembinaan dan adwelasi penpadaan barang dan jasa,

Puaunl 37

Untuk melaksanakan tugas sehagaimana dimalsued dalam Pasal
26, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyal fungai:

a. penyiapoairl hahan  peramuosan kebyakan  dasrah di edang
pengelolaan pengadazn barang dan jasa, pengelolaan layvanan
pengadaan secara elektronik, pembinazn dan advokasi pengadaan
trarang dan jasa;

b. penyviapan bahan penpgoordinasian peruwmudsan kebiakan dasrah du
bidang pengelelaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
lavanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

¢ penviapan bahan pengoordinasian pelaliscanaan tugas Peranghat
Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layenan pengadaan secara elsktronik, pembinaan dan
advolas pengadaan barang dan jassa;

d. penviapan bahan pemantanan dan evaluasi pelaksanaan kebijalkkan
daerah terkait pengelolaan pengadean barang dan  jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokas pengadaan barang dan jasa; dan

. pelaksanaan lungsi Iain yang diberikan oleh Asisten Perelkonomian
dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesmpat
Anisten Admioistrasl UVmumn
Pazal 28

Asisten Administrasi Umumn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1] huruf d, dipimpin oleh seorang Asisten yang berada 1 hawah
dan bectangeungawab kepada Seloetanat Dastah.



Papsl 29

Agisten Administrasi Umum mempunyai tugas membante Sekretaris
Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah
dan pengnordinasian penyusunan kehijakan daerah di hidang umum,
Drganisasi, protokol dan komunikesi pimpinarn.

Fagal 30

Untuk melaksanakan tugas sebageimana dimaksud dalam pasal 29,
Agisten Administraal Umum menyelengesarakan fungsi:

a. pelaksanaan  kebijakan & bidang umum, protokel dan
komunikesl pimpinan;

h. penyusunan kebijaican daerah di bidang organisasi;

c. penpeordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di hidang
OrEAtisas;

d. penyiapan pelakzansan pemantanan dan evaluasi di bidang
wmuirl, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;

€. pemantagan dan evaluasi pelaksanaan  kebijakan daerah  di
bidang organisasi;

. penyviapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada
instansi daerah; dan

8. pelasksanaan fungsi lain yang diberikan gleh Sekretarts Daerah
dibidang umum, sraanisasi, protokol dan kemunilasi pismpinan
yang berkaitan dengan Iugasnya,

Pazal 31

(1] Asisten Administrasi Uhmum sebagaimana cimaksud dalam pasal
28, terdin atas;
a. Bagiat Umym;
b. Bagian Organizaai;
¢. Hagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

{2] Bagian secbagaimana dimakaud pads ayat (1), masing-masing
dipimpin cleh secrang Kepaia Bagien yang berada di bawah dan
bertangeungiawab kepada Asgiaten Administrasi Umuam,

Paragraf 1
Baglan Umum

Paas] 32

Bagian Umum sebagaimang i maksud dalam Pasal 31 avat 1]
huruf a, mempunyai tugas metaksanakan pemdapan pelaksanaan
kebijakan dan pemantavan dan evaluasi di bidang tata usgha
pimpinan, staf ahli den kepegawaian, keuangan, rumah tangpga dan

perlenghkapan.
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Panal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32, Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha
pitnpinan, stal ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangza
dan perlengkapan;

k. penyiapan bahan pelaksanasn pemantauan dan evaluasi di bidang
tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah
tangga dan perdengkapan; dan

c. pelaksansan fungsi lain yang diberikan oleh Asgigten Administrasi
Umutn yang berkaitan dengan tugasnya

Pasal 34

{1} Bagian Umum sebagaimana dimaksyud dalam pasal 32, terdiri atas:
a.Subbagian Tata Usaha, Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian;

2] Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1), dipimpin oleh
secrang HKepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian umum.

Pasal 35

(1) Subbagian Tata Usaha, Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian
sebagaimana di maksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a
meémpunyal tugas melaksanakan penyiusunan bahan perumusan
kebijakan, famlitasi dan koordinasi, pemantavan den evaluasi
kegiatzrr di bidang tata usaha pimpinan, stal z2hli  dan
kepegawaiat.

{2} Subbamian Tata Usaha, Pimpinan Staf Ahli dan Kepepawaian
sebagaimana dimaksud pada ayar (1), mempunyai ursdan tugas:

a melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran vang
meliputi  keglatan tata usaha umum, persuratan,
kepegawaian, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah,
Asaten Sekretans Daerah, Stal Ahli, dan rapat-rapat dinas,

b. me¢laksanakan pemantauan dan  evaluasi  di bidang
pengelolaan admnistras perkantoran yang meliputi kegiatan
tath usaha umum, persuratan, epegawaian, Bupati, Walkil
Bupati, Sekretariz= Daerah, Asiaten Selretarie Dasrah, Staf
Ahli, dan rapat-rapat dinas;

c. melaksanakan pengelolaan kearsipan;

4. menyiapkan administrasi perjalanan dinas  Bupati/Walkil
Bupati, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan Pegawai di
Lingkungan Sekrelariat Daerah;

¢. rmmendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli;



f. menyelenpgarakan administtas kesekretariatan dan
leuangan Stal Ahl;

g menyediakan dan  mengoordinasikan tenaga ahl  vang
diperlukan cleh staf ahli sesuai kebutuhan;

h. mengeiola weh/portal forsakada.infio;

Paragral 3
Baglan Organisaszi
Fasal 36

EBagian Organisasi scbagaimana di maksud dalam Pasal 31 ayat (1]
hurut b, mempunyai tugas melaksanaksan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinagsian perumusan  kebijakan dasrah,
pemantauan dan evaluvasi pelaksanaan kebijjakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pslavanan publik dan tata laksans,
dan kineja dan reformagi hirokrasi,

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

36, Bapan QOrganisasi mempunyai ungsi:

a penyiapan  baban  perumusan  kebijakan  daeralh di bidang
kelembapgzar dan analisis jabatan, pelayanen pubiik dan tata
laksana serta kinega dan reformaai birekras;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan dastah i
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelavanan publik dan
tata laksana serta kinerja dan reforrasi hirokrasi;

. penyiapan behan pengoordinasian pelaksanaan tugas Peranglat
Daerah ¢ bidung Kelembagaan dan Anatisis Jabatan, Pelayanan
Publik dan Tata Lakaana serta Kinerja dan Reformasi Binckrasi;

¢, penyviapan bahan pemantauan dan evaluasi pelakaanaan kehijakan
daerah i ndang kelembagaan dan analisis jabatan, pelavatan
pubiik dan tata laksana serta kinega dan reformasi birokrasi; dan

¢. pelaksanaan fungsi fain yang diberikan oleh Azisten Adoinistrasi
Utnur yang berkaitan dengan tugasnya.

PFaragral 3
Baginn Protokol dun Komunikesd Fimpinan
Fasal 38

Bagian Protckat dan Komunikesi Pimpinan sebagaamana i maksud
datam PFasal 31 ayat (1] huruf c, mempunyai tugas melaksanalkan
penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebjeaken daceh di bidang protokol, kemumikasi
pimpinan, dat dokumentasi
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Fazal 39

Untuk melakspnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,
komunikas pimpinan, dan dokumentasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanasn tugas Perangkat
Dlaerah  di  bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan
dokumentasi;

¢. penyiapan bahen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait protokel, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
dan

4. pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Asisten Administrasi
Ummure yang berkatan dengan tugasnyg,

Fasal 40

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud
tdadam pasal 38, terdin atas:

a. 3ubbagpan Protokol.
(2) Bagian sebagaimana ditalksud pada ayat (1], dipimpin oleh scorang

Kepala Subbagian yvang berada & bawah dan bertangpungjawab
kepada Kepala Bagian Protokel dan Komunikasi Pimpinan,

Pasal 41

{1} Subbagian protokol sehapairmang di maksud dalam Pasal 40 ayat
{1} huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan
perumusan kebijakan, fasilitasi dan koorlinasi, pemantadan dan
evaluasi kegiatan di bidang protokol.

(2] Subbbagian Protokn! sebagmimana dimaksud pada ayat (1),
MempuUnyal uraian tugas !

Aa. menyiapkan behan koordinasi dan/atau fasilitasi dalam rangka
penvambutan Tamu Dasrah;

b. melaksanakan tata keprotokolan dalam rangka penyamhbutan
Tamu Daerah;

£. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupat
dan Wakil Bupati;

d. mengmnfermasikan jadwal dan kegiatan Bupati dan Wakil
Bupari;

e. menyiapken bahan koordinasi dan/atauv  fasilitast kegtatan
Bupati dan Wakil Bupati; dan

. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupatd dan
Walkil Bupati.
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BAR IV
JUMLAH PEMBIDANGAN DAN TUGAS POKOK S5TAF AHLI
Fazul 42

[1).Jabatan Staf Ahli terdiri dar :

a. Stal Ahli Bidang FPemerintahan, Hukum Dan Politik:
b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan:
¢. Staf Ahli Bidang Kemasyarnkatan Dan Sumber Dava Manusia,

£2) Dalam pelaksanaan tugas staf ahli dikeordinasikan oleh Sekretaris

Daerah;

(3 5tal’ Ahli melaksanakan tugas memberikan telaahan masalah

pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya:
a. Stal Ahh Bidang Femerintahan, Hukum Dan Politlk mempunyai

tugas membenkan telaahan mengenai pemerintaban, hukum
dan politik:

Ir. Staf Ahli Bidang Ekenomi, Xeuvangan Dan Pembangunan

memplnyal tugas memberikan telaahan mengenal ekonomi,
Keuangan dan pembangunan; dan

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Dayva Manusia

Mempunyai tugas membrerikat telanhan mMengenai
kemasyarakatan dan sumber daya matusia.

Pasal 43

Uraian tupas 3taf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Polidk
sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf a, sebagai
benkut :

a.

rmergumpulkan, mengolah dan menyvusun bahan  kebijakan
daerah bitdlang pemerintahan, hukum dan polibk sebagai bahan
pertimbangan Bupati dalam mengembil kehijakan di bidang
pemerintahan, hukum dan politik;

menyusun  telaahan berupa saran dan  pendapat  bidang
peretintahan, hukum dan pobtk kepada bupat baik diminta
atau tidal: aebagai baban periimbangan bupati dalam mengambil
kebijakan di hidang hukum dan politik;

memberikan pemikiran dan pertimbangan bidanpg pemerintahan,
hukum dan politik baik termulis maupun langsung kepada bupeati
sebagal bahan pertimbangan bupati dalam mengambil kebijalkan
di tidang permecgntahan, hukum dan politik;

mewakili bupati untuk menghaditi acara amu kegiatan di bidang
hukum dan polidk berdasarkan perintah tertulis/penugasan
Bupadti;
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melakukan hubungan keja dengan perangkat daerah secars
konsultatif, kelegial, fungsional, struktural dan keordinatif:

melaporkan dan  mengoordinasikan hasil pelaksansan tugas
kepada bupati baik secara lisan maupun secara tertulis melaluj
aekretariat daerah;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibemkan bupati sesuai
dengan bidang tugasnya; dan

melakukan monitoring, evaluasi, analisia  pengkajian  dan
pelaporan untuk bahan bupati dalam mengambil kebijakan dan
keputusan.

Pasal 44

Lhaian  tugas Stal Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Dan
Permmbangunan sebagaimana dimaksud dalam 42 ayat (1) haruf b,
sebhapai betiling:

a.

mengumpulkan, mengeleh dan menyusun bahan  kebijjakan
daerah bidang pemerintahan sebagai bahan pertimbangan bupati
dalamm mengambil kebijakan di bidang ekonomi, leuangan dan
permmbanzunan;

menyusun kelashan berupa saran dan pendapat bidang ekenomi,
kenangan dan pembangunsn kepada bupati baik diminta atau
tidak sebagai bahan pertimbangan bupat dalam mengambil
kebijakan di bidang ekonomi, keuangan dan pembanpunan;

memberikan pemikiran dan  pertimbangan bidang  ekonomi,
keuangan dan pembangunan bask tertulis maupun langasung
kepada bupati =ebagai beshan pertimbangan bupati dalam
mengambil - kebijakan di bidang  ekonomi,  kewangan  dan
pemhangunan;

mewakili bupati untuk menghadiri acara atau kegiatan di bidang
ekonomi, keuangan dan pembangunan berdasarkan penntah
Lertulis/penugasan bupati;

melakukan hubungan kerja denean perangkat daerah secara
konsultatil, kolegial, unggional, struktural dan koordinadf;

melaporkan dan mengoordinasikan hasil pelaksanaan  (ugas
kepadla bupatt bauk secara li=an manpun secara tertulia melalui
sekretariat daetrah,

melakgansakan tugas kedinasan lain vang diberkan bupati sesuai
dengan bidang rugasnya; dan

melakukan monitoring, evaluasi, analisis  pengkajlan dan
pelaporan untuk bahan bupati dalam mengambil kebijakan dan
keputusaan.
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Pusrl 453

Uraian tugas Stal Ahli Bidang Kemasyarakstan Dan Sumber Daya
Muanusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1} hurfl ¢,
aehapai berikut:

a. mengumpllkan, mengolah dan menyusun bahan kebijakan daerah
bidang kemasyatakatan dan sumber days manusia sebagai bahan
pertimbangan  bupati dalam mengambil kebijaken di  hidang
ketiasyarakatan dan sumber days manusiza;

b. menyusun telaahan berupa sargn  dan  pendapat bidang
kemasyaralkatan dan sumber daya manusia kepada bupati baik
diminta atau ridak sebapai hahan pertimbangan bupati dalam
mengambil kebijakan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya
manusia;

. memberikan permkiran dan pertimbangan bidang kemagyarakatan
dan sumber daya manusia batk tertulis maupun langsung kepada
bupati sebagai bohan pertimbangan bupat dalam mengambil
kebijakan di bidang kemasyvarakatan dan sumber daya manusia;

d. mewakilh bupati untuk menghadiri acara atay kepatan di hidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia berdasarkan perintah
tertulis/penugasan bugati;

e, melakukan hubungan kerja dengan perangkat daerah secara
komaultatl, kolegal, fungsional, struktural dan koordinaltif;

f melaporkan dan mengoordinasikan hasil pelaksanaan tugas
kepada bupari baik secars lisan maupun secara tertulis melalui
selkaetariat daerah;

g, melakeanakan tugas kedinasan lain yang diberikan bupati sesuat
dengan bidang tugasnyva; dan

h. melakukan monitoring, evaluesi, analisis pengkajian  dan
pelaporan untuk bahan bupati dalam mengambil kebijakan dan
kepltusan,

BAB ¥V
KELOMPOK JABATAN
Baglan Kesatu
Jahatan Fungwional
Pasal 46

Eelompok Jabataty Fungsional mempunyal tdgas melakaaoabkan
sebagien tugas pada Sekretariat Dacrah sesuai dengan keahlian dan
kejrampilan tertentu.
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Pasal 47

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas
yvang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan
fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada avat
(1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang
berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai  ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal
46 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak
dilakukan pelantikan;

Pasal 48

Bagi Perangkat Daerah vang melakukan penyetaraan dan/atau
penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional,
kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 46
dapat ditetapkan menjadi Sub Koordinator untuk membantu
sebagian tugas Pejabat Administrator pada Sekretariat Daerah
sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi;

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas membantu sebagian tugas Pejabat
Administrator pada Sekretariat Daerah yang diberikan tugas dan
fungsi lain dalam hal koordinasi penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub
substansi;

(3) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan

(4

()

sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan
rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada Pejabat Administrator.

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Kelompok Sub Substansi
dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Fasal 49

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang diangkat dan
dilantik  kedalam .Jabatan Fungesional melalui mekaniseoe
penyetaraan jabatan diberikan penghasilan vang zama dengan
jabatan yang diduduki sebslumnya sampai dengan ditetapkannya
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan
penghasilan Penyetaraan Jabatan;

Penetapan kelas Jabatan Fungsional vang akan diduduki
disetarakan dengan kelaz Jabatan Administrasi yang diduduki
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan
FPenyetaraan Jabatan,

Dalam hal -fabatan Fungsiomal yang akan diduduki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelaa jabatan yang lebih tinpgi,
kelas .Jabwelan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuri
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenal kelas
Jabatan Fungsional tersehitt.

Bagian Kedus
Jabatan Pelokeana
Pasal 50

Jenis dan jumlah kebutuwhan jabatan pelaksana dirumuskan
berdasarkan hasil analists jabwtan dan hasil analisis beban kerja.

Namza-nama jabatan pelaksana di lingkungan Sekrstaniat Daerah
iletapkan sacsuzai denpgan  ketentuan peraturan  perundoan g
undangan.

Penetapan nama-nama jJabaren pelaksana i jingkungan
Jekretanat Daerah dengan Keputusan Bupati.

Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana
sebagaimana dimaksud pada avat [3) ditctapkan dengan
Keputuzan Bupat.

Seliap PNS yvang beium menduduki Jabatan Strultural dan
Jabatan Fungsenal, diangkat dalam jabatan pelaksana.

Pengangkatan PNS5S dalam jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat {3] di lingkungan Sekretariat Daetah
dilakukan ¢l=lh Sekmetans Daerah dan  ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
pervundang-undangan.

Pemindahan PH3 dalam jabatan pelakzang di hingkunpan
Sekretariat Daerah  dilakukan oleh  Sekretaris Decah dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Uraian tugas Jabalan pelaksana hnghup Sekretariat Daerah
ditetapkan dengan keputusan Sekretaria Daerah.



Paszsl 51

Bag: Perangkat Daerah vang melakukan penyetarasn dan/atau
penghapusan Jebatan Administrasi ke dalam Jabatsn Fungsionad,
apabila tepgath kekosongan kelompok Jabatam Fungsional vang
ditetapkan menjadi Sub Koordinator dapat ditunjuk pejabat
pelaksana  senior untuk  membantu  sebagian  tugas  Pejabet
Admumistrator pada Sekretariat Desrah sesual dengan muang lingkup
Indang tuges dan fungsi Sekretariat Dasrahpads saty kelompok
LnIUr Mmasing-masing sesuai pengelompokan uraian fungsa,

BARB V
KEPEGAWALAN DAN BEEELON
Bagian Kazatny
Eopegawalan
Pasal 52

(1} Pejabat Pimpinan Tingg Pratama, Jabatan Administrator, dan
Jehatan Pengawas diangkat dan diberhentkan gleh Bupati
berdasprkan ketentuan peraiyran perondang-undangan;

(2} Penpangkatan dalam jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah
memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

{3} Dalam mangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai,
masa jabatan hagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan
disesvaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4] Kelompok Jabatan Fungsional yvang diberikan tugas dan lungsi
lainn sebagai Sub Koordinator ditetapkan oleh Sekretariz Daerah
atas nama Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat
yang berwenang;

(5] Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat  dan
diberhentikan sesuai dengan ketentnan peraturan perundang-
undangaty,

{6) Formasi Pegawai Megeri Sipil di lingkungan Sekretanat Dacerah
disusun sesuat peraturan perundang-undangan.

Bogian Kadus
Eaalon

Famal 53

{l] Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural efelon Na atay
jabatan Fimpinan Tingg Pratama.
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Asisten dan Staf Ahli Bupati adalal fabatan stroktural eselon ILb
atau jabatat: Pimpinan Tinggl Pratama.

Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural eseion NMla atau
Jabatan Administrator.

Kepala Subbsapian adalah Jabatan Struktural caclon [V.a atau
Jabatan Pengawns.

BAR VI
TATA KERJA DAN LAPFORAN
Bagian Kesatu
Taka Herja
Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya Selretaris Daerah, Asisten dan
Stal Ahli Bupatd Kepala Bagian Kepala Subbagian serta kelompok
Jabatgn Fungsional danfatau kelompeok jabatan fungsional vang
diberikan tugas dan fungei lain sehagai Sub Koordinator wajib
menerapkan prinsip koordinasi,  infegrazi, swsimplhkasi  dan
ambkromaast secaran  verbkal serta  horizontal baik  dalam
lingkungan Dinag maupun mstansi lain sesual dengan tugas
TMASINE-mMasing.

Setlap pumpinan =atuan organizasi dalam lingkungan  sablem
kera dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan
fungm lean schagri Sub Koordinator wajib menerapkan sistem
pengendalian  intern permetintabh i Imgkungan satuan keoosa
masing-masing untuk mewujirdkan terlaksananya mekanigme
akuntamlitas publik melalwi  penvusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinara vang terntegrasi.

Setiap pimpinan satvan organizasi dzlam lingkungan satan
kena dan kelompok Jebatan Fungsicnal yang diberikan tugas
dan fungm lamn sebhagal 3ul Koordinator wajib mengawasi
hawahan dan/aten pelaksana masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan apar meagambil langkah-langkah yang diperlukan
=sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seliap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan
kerja dan kelompok Jabatan Fungsional vang dibenken tugas
dan fung=z lain sebagai Sub Koordinator bertanggung jawalb
rmemimpinn dan mengkoordinasikan  bawahannya dan/atau
pelakaana pada satnan Kesja magsing-rmasing.

3etiap pimpinan satuan organmizasi dalam lingkungan satuan
kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yeng diberikan tuges
dan fungsi lain sebagai BSub Koordinator wajib mengikuti dan
mematubi petumuk-peinnjuk dan bertangpungawab  kepads
atasan masing-masing dan menvampailian laporan Berkals 1epat
pada wakiunys.



Bagian Exdua

Laporan
Pasal 55

(1) Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
tugasnya dan memberikat penjelasan kepacda Bupad melalui
perihal kebijakan vang ditetapkan;

{2) Sekretaris Daerah wujibh menyampaikan Laporan Kinerja kepade
Bupati secara tepat waktu yeng disusun sesual ketentuan
peratiuran perundang-undangan,

(3] Betiap laporan yang diternima cleh pimpinen satuan organisasi
dalam  lingkungan  satuas  kega  dan kelompok  Jabatan
Fungsional yang diberikan tupaa dan fungsi lain aebagai Sub
Koordmator, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untyk
penyusunan  faporan lebah lanjut dan untuk memberikan
petunjuk-petunjuk kepada bavwahan.

(4} Dalam menyampaikan laporan kepada atagsan tembusan laporan
wajib disampaikan pula kepada satuan organizasi lain yang
secara fungsenal mempunyai hubungan lkenja.

(5 Dalam melaksanakan (egasnya  sctiap pitnpinan  organisas
dibantu oleh kepals satuan kerjs dan  kelompok Jabatan
Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub
Koordinator dalem rangka pembernan bimbingan kepada
bawahan dan/atal pelaksana pada masipg-tasing satuan Kets
wajh mengadakan rapat berkala.

BAR VIl
PENMBIAYAAN
Pamal 5&

Pembigvaan untuk wmendukung kegiatan Sekretariac Daerah
dibebankan kepada APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesual dengan ketentuan peraturan perundoang-
undangan.

BAE Vi
EETENTVVAN PENUTUPR
Pamul 37

Pada zaat Peraturan Bupat ini mulai berlaku, Peraturan Bupat
Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudokan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dasrah Kabupaten Kotawaringin Barat |Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahrun 2020 Nomor 44), dicabut den
dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkun.

Agar =etiap arang mengetablinya, memerintahkan pengundangsn
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
kabupaten Ketawannein Barst.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pade tangpal 11 Apnd 2022

BUFATI KOTAWARINGIN BARAT,
ttod.

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 Aprit 2022

SEKRETARIS DAERAH
EABUFATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

SUTYANTO

EBEFITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuii dengan aslinya
EEPALA BAGIAN HUKTUM

&Y
BAMBANG WAHYURBUOF, BH
NIF. 19750004 200801 1 010
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BERTA TATA KERJA EEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
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